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KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENGUNENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Uesa scbagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan
Janglra Menengah Desa untule janglea waktu 6 (enam) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarikan pertimbangan Sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa

tantanao RPannrana Karin DPamarintah Naan Deca
2} menn rermamnen reso.

g 44 8004 e i —

Menguneng Tahun 2016

Mengingat @ i. Undang-Undang Nomor ¥ Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indaneaia Tahun 10AS Namar 52, Tamhahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

7. Tindang-lIIndang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik
Indoncsia Nomor 4.286);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor 25 Tahun 2UU4  lentang  sistem
Nasional (Lembaran Negara Negara
104, Tamhahan Rerita

undang-undang
Perencanaan Pembangunan
Remihlile  Indaneain Tahun 2004 Noamnre

Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

a Hnrlnng.ilndm_\g Noamar 11 Tahun 2004  tentang Pﬂrimh_ﬁlg\gﬂp

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
lambanan Lembaran Negara Kepubiik indonesia Nomor 4435);

S. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
lnlernauonal Lovenant un kconomic, Social And Cuitural Kights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Rudaya (lemharan Negara Republile Indaneaia Tahun 20058 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-UIndang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbulkaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48406);

2

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

reraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Rermublile  Indonesia Nomor 5224);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Neaara Republik Indonesia Tahuin 2014 Nomor 7, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(o] IIndang — TIndana Namar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

1U. Peraturan Pemerintah Nomor 21 ‘lahun 1Y88 tentang Perubahai
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupate;
Daerah Tinglkat 11 Pelralongan dan Kabupaten Daerah Tinglat !
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perature
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2007 Nom
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

{2, reraturan Pemerintah Nomor bU Tahun 2U14 tentang Dana L¢
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1!

Tamhahan Lembharan Negara Repuhlik Indonegia Nomor 5558)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Neg
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

14, reratdran pacrah kabupaten pawang ioemor @ 1anut . ;
Pokok:-pokok Pengelolnan  Keuvangan  Daerali  (Lembstan Daceal
Kahupaten Ratang Tohon 2007 Namne T e ¥ Mownee 1)

15, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tehun 2005 tentarg
Urusan Pemerintah  yvang  Menjadi  Kewenangan  Pemetintahan
Dacrah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten Batang  Tahun - J00s
Nomor 1);

(0, Peraturan  Vacrah  Kabupaten  Batang Nomor B dabun 200
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuapaten Batang Nomor
2 Tahun 2012 tentnng Penecann Dambanminen  langhs Danioos
Dacrah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (lembaran Dacrah
Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
pacrah habupaten Batang Nomor 11);

Lengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGUNENG

dan

KEPALA DESA MENGUNENG
MEMUTUSKAN :

Menetankan + PRRATIIRAN DRSA MENGUNENG TRENTANG RENCANA KFER.1A
PEMERINTAH DESA MENGUNENG TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. remenntah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalzlan Raloyat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesawuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pamarintah Naerah adaluh Pemerintah Kahiinatan Ratana
Bupati adalah Bupati Batang.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
Lesa adalan Desa dan Desa Adal atau yang disebut dengan nama lam,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah vyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam eistem nemerintahan Negara Kesatnan Repuhlile Indoneein

s B
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s, Pemennitahan Vesa adalah  penyeclenggaraan drusah  pomenntabal

kepentingan masyarakat setempat  dalam  sistern  pemerintahan  Negarn
Kesatuan Republik Indonesia
u, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lan

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelengigara Pemerintahan Dena

?:‘-_I'thl” "11IHI“’1'|H\\HI|1L||IJ IN'\I 4|I||!;il1l }!Il!i' s 1 iIIIJIIIr} I- l-l.- [F'];
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa herdasarkan keterwakilan wilavah dan ditetankan
secara demokratis,

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
ACpala Lesu sclelan dibahas dan disepakal bersama Badan Permusyawiratan
Desa.

17 Kevangan Desa ndalnh semun hak dan kewnjiban Dese yong Annat dinilad
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,

iJ.Asel besa adalah barang millk Lesa yang berasal garn Kekayoan ash Jesa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
ﬁpmlnhnn hale 1n1r1ﬂ\m vanga anh

14. Pcmba.ﬂg'unan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

;5. kawasan Ferdesaan adalah kawasan yang mempunyal kegialan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

n 1ﬂnn nnrnnﬁﬁi-llﬂnn
I,pn“-nqnn nahnnen hamr\r-f nPr*r\'nllnrhnﬁ Pﬂrﬂﬁﬂﬂﬂﬂ pnlnuﬁnn e

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
aan Kese_].,.nts"a an masyaraikat dengan menmgtiaucan pengetanuan, Blr.ap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
Aava melahii penetanan kehijakan, program, kegiaftan, dan nendamningan vang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintan Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati
hal vang hersifat strategis

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
sccara partisipatif oleh para pemangiu kepentingan desa dan kelurahan (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena
dammnalr haeil musvawarah)

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan adaiah forum musyawarah stakeholiders Tingkat
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta
menyenalati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersehut eehagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

20 Rencana Dﬁmhnnm1nnn Tnno'l(;q Menengah Desa vang nalnﬁlnfnvn Hlnlnulraf
(RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana
penyeienggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Uesa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan

L .mbang_‘mnn Nean:
1an Leas:

21.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
meninakan neninharan dori RRIM Nann vnile innalen malebn 1 {antd tohon

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lodonondisl QDYCRUE Lesa waniah kondinl N R T e A TR L T e T U T
Desa,baik  mengenal wumber Aoy monusle, sumber dayn alam, aupun
anvmber dovn lninnvn wnrin Aengan mempwetbmbanaboen  aoturs Tain beadidon
gender, pelindungan tethndap anak, pemberdayinn velunrgn, keadilan by
masyarakat miskin,d wargn disabilitas dun marginal, pelestanian Ingeungan
nidup,  pendayagunaan eRnologl  wpnt  gunn dale snLer digie v,
pengarusutamaan perdamalan, sertn kenrifon lokal,

S Anggaran rendapatan dan Belanga Desi yung selongutign grnggiat s
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan

r"nl_‘:_\ﬂlfﬂ” havanmn nlahy Pamerintal Desan dary Badap Depepoagamwaraton Piaes

yang ditetapkan dengan Peraturan Desn,

na_Nann Deen adalah dann yong heraumber dorf angaaran pandapatan dan helanis
negara yang diperuntukkan bagl Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanju  dacrah kabupaten/kota dan  digunakan untuk
memblayal  penyelenggaraan — pemenntanan,  pelaksandan  peinbanyganag,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

o5, Alokast Lana Desa, sclanjutnya disingiat ARL, adalah dana penmpangan yong
diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lahupaten /Lot sstalah dilurangi Dana Alokasi Khuane,

26.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai  karakter desa yang
mealinuti data dosar keluarga, notensi sumber daya alam, sumberdays manusia,
kelembagaan,prasarana dan sarana, scrta perkembangan  kemajuan dan
permasalahan yang dihadap di desa.

/. visi adaiah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang dinginkan,

28.Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan schingga Visi
dapat terwujud sccara efektf dan clisien.
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